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PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TiHlm 2013
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS RKPD ONLINE
KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—_—

BUPATI BEKASI,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah, perlu disusun Rencana Kera Pembangunan
Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD;

bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Bekasi adalah merupakan penjabaran dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012
tentang RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017;

bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Bekasi akan menggunakan RKPD
Online Kabupaten Bekasi:

bahwa atas dasar perimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ di atas, maka perlu
disusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis RKPD
Online Kabupaten Bekasi.

Undang-Undang Momoer 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
MNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Momor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia, Momaor 4287},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 589, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nemor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725), _
Undang-Undang Momor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
indonesia MNomeor &1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4348},

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2007 Momor 82, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomar 4737);

Peraturan Pemerintah MNomor 8 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah {Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4815),

Peraturan Pemerintah Nomar 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomaor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4817);

Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuvangan Daerah
sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Megeri MNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerntahan Kabupaten Bekasi
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor
8);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomaor 3),



15 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor & Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6);

18 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013

Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ PERATURANM BUPAT| BEKASI TENTANG PETUNJUK

TEKNIS RKPD ON LINE KABUPATEN BEKASI

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Bekasi,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pembangunan daerah adalah pembangunan daerah Kabupaten Bekasi dengan
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kessjahteraan
masyarakal yang nyata, baik dalam aspek pendapalan, kesempatan kerja
lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing,
maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Ferencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan i
dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada,
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam wilayah Kabupaten
Bekasi dalam jangka wakiu tertentu

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Bekasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang
melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Bekasi,

Musyawarah perencanaan pembangunan vyang selanjutnya disingkat
musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.

Forum Gabungan SKPD yang selanjutnya disingkat FGS merupakan wahana
antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat
atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
Kabupaten Bekasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 {ima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau
disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah,

Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Rensira SKPD
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun,
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T Angoeean Femesmiah Daerah yang selanjutnys disingkat TAPD adalah tim
yang dbenioh Sesoas Reputusan bupati dan dipimpin cleh sekretaris daerah
yang mempunss fugas mempersiapkan sera melaksanakan kebijakan bupatl
dolam remgks pemyusunan ABPD yang anggotanya terdin dari pejabat
perencana dasrah, PPKD dan pejabat lainnya sesual kebutuhan

| : iaimalcat
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah, setanjlutnya dising
RAFBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah
yana dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat AFBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujul
hersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Dasrah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun,

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PFAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagal acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRED.

Rencana Kera dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan
SKPD yvang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Dasrah
(RKFD) dan Rencana Kerja SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun
anggaran dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya,

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Perubahan yang selanjutnya disebut
RKAP adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program
dan kegiatan SKPD yang disusun karena adanya penyesuaian terhadap
capaian target kinerja danfatau prakiraan‘rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkal DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
gnggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagal dasar pelaksanaan Perubahan AFPED
aleh pengouna anggaran

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan cleh satu atau
beberapa SKPD sebagai bagian dar pencapaian sasaran terukur pada suatu
program, dan terdin dar sekumpulan bndakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil {sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana. atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barangfjasa.

BABII
TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP RKPD ONLINE

FPasal 2

{1) RKPD Online adalah aplkasl yang digunakan dalam proses penyusunan

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi mulai dari pelaksanaan
Musrenbang Desa sampai dengan penyusunan Rancangan AFPBD.
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Pasal 3

Tulusn dpergunskannys RKPD Online dalam penyusunan perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Bekasi adalah

3 Memudahkan SKPD dalam menyusun Renja SKFL.

b Memudahkan dalam menyampaikan usulan Musrenbang;

= Memudahkan masyarakat dalam menyampaikan usulan pembangunan;

d. Memudahkan Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD; .

e Memudahkan dalam melakukan monitoring dan  evaluasi rencana
pembangunan daerah.

RKPD Online berfungsi sebagai |

a. Sarana yang dapat membantu permetaan Renja SKPD agar sesual dengan

Renstra SKPD dan RPJMD; _ _
b. Rekam jejak usulan kegiatan mulai dari usulan yang disampaikan pada saal
Musrenbang Desa sampai dengan penetapan AFBD

Pasal 4

RKPD Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dapat dipergunakan oleh :
a. SKPD;

b. Masyarakat

Ruang Lingkup RKPD Online sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. Rencana Kera;

b. Hasil Musranbang;

c. Usulan Masyarakat.

Hasil dari RKPD Online menjadi pedoman bagi TAPD dalam melakukan
penelitian Renja, RKARKAP dan DPA/DPPA SKPD

BAB Il
KEDUDUKAN SKPD DALAM RKPD ONLINE
Pasal 5

SKPD sebagai pengguna RKPD Online.
Bappeda sebagai administrator pengoperasian RKPD Online.

BAB IV

USULAN MASYARAKAT
Pasal 6

Masyarakat dapat mengusulkan kegiatan pembangunan melalui RKPD
Online.

Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima secara
langsung oleh SKPD.

Masyarakat dapat melihat Renja SKPD metalui RKPD Online,

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dalam hal terdapat sustu kebijakan dan/atau keadaan lainnya yang menyebabkan
penggunaan RKPD Online dalam proses penyusunan rencana pembangunan
tahunan daerah tidak sesual dengan ketentuan yang beriaku, maka akan
dilakukan penyesuaian



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal &
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengsetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
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